SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 164 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab VI huruf D
angka 1 huruf d dan angka 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nonor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap
penganggaran (pergeseran) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto;

. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka perlu
dilaksanakan penyesuaian terhadap nomenklatur
penganggaran pada perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Walikota Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
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26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun
2022 Nomor 7);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang  Hasil Verifikasi, Validasi Dan  Inventarisasi

Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor
100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Mojokerto Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Mojokerto
Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023
Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar
Rp916.426.806.248,- (sembilan ratus enam belas milyar
empat ratus dua puluh enam juta delapann ratus enam
ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri
atas:



(2)

(3)

(6)

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Bunga;

Belanja Hibah; dan
Belanja Bantuan Sosial.

© oo TP

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp351.654.894.973,- (tiga
ratus lima puluh satu milyar enam ratus lima puluh
empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp508.247.768.092,- (lima ratus delapan milyar dua
ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh

delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp5.643.523.420,- (lima
milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua
puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp41.188.869.763,-
(empat puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan
juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus
enam puluh tiga rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp9.691.750.000,-(sembilan milyar enam ratus sembilan
puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8

diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp351.654.894.973,- (tiga ratus lima puluh satu milyar
enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan
puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah),
yang terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
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c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH,;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH; dan

g. Belanja Pegawa BLUD.

Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
188.634.171.421,- (seratus delapan puluh delapan milyar
enam ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh satu
ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp88.432.823.114,- (delapan puluh delapan milyar empat
ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga

ribu seratus empat belas rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.921.194.5660,-
(empat puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh satu
juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam
puluh enam rupiah).

. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan

ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 9

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp508.247.768.092,- (lima ratus delapan milyar
dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh
delapan ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belana Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
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f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
99.944.707.176,- (sembilan puluh sembilan milyar
sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh
ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 194.257.483.532,-
(seratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima
puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima
ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor;

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

c. Belanja Sewa Tanah;

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

e

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility

Payment);

j- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan

k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah.

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp34.276.921.082,- (tiga puluh empat milyar dua ratus
tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu
delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan Tanabh;
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi ;
dan

e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
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(5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp38.784.434.329,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus
delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat
ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang
merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp13.022.942.014,- (tiga belas
milyar dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh
dua ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;

b. Belanja Beasiswa;

c. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;

d. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD);

e. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain; dan

f. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat.

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp11.525.450.750,- (sebelas milyar lima ratus dua puluh
lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp116.435.829.209,- (seratus enam belas milyar empat
ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh
sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13
diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar
Rp245.627.041.345,- (dua ratus empat puluh lima milyar
enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu
tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
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c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.999.995,- (lima
ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima
rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp46.294.847.656,- (empat puluh enam milyar dua ratus
sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh

tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp111.891.292.528,- (seratus sebelas milyar delapan
ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh
dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp83.828.376.842,- (delapan puluh tiga milyar delapan
ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam

ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp3.042.524.324,- (tiga milyar empat puluh dua juta lima
ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat
rupiah).

. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf ¢  direncanakan  sebesar
Rp1.419.279.846,- (satu milyar empat ratus sembilan belas
juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat
puluh enam rupiah).

. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Walikota ini.
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7. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Juli 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.
GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680206 199301 1 002
BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina
NIP. 19840331 200312 1 001

salinan utuh dapat diunduh pada tautan http://gofile.me/6FuWI/11x5xGgm9



http://gofile.me/6FuWI/1lx5xGgm9

